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Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Jumlah Pajak 
Penghasilan pada Koperasi Karyawan Telkom Siporennu 
 
Analysis of Tax Planning to Minimize the Amount of IncomeTax at 







Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan 
pajak dapat meminimalisasi jumlah pajak penghasilan pada Koperasi Karyawan 
TelkomSiporennu dan apakah penerapan tersebut sesuai dengan Undang-
Undang yang berlaku. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan koperasi 
dan wawancara dengan staf pajak dan keuangan koperasi. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis sejauh mana 
penerapan taxplanning dapat meminimalisasi jumlah pajak penghasilan dan 
apakah penerapan tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi belum menerapkan perencanaan 
pajak. Tetapikoperasi dapat meminimalkan jumlah pajak penghasilan jika 
menerapkan perencanaan pajakdengan memaksimalkan penghasilan yang 
dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan bunga, memaksimalkan biaya 
fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang 
meliputi, biaya makan dan minum, transportasi karyawan, tunjangan jabatan, 
tunjangan asuransi, tunjangan hari raya. dan penerapan tersebut sudah sesuai 
dengan Undang-Undang yang berlaku. 
 
Kata kunci : Perencanaan Pajak, Minimalisasi Pajak, Pajak Penghasilan 
 
 
The purpose of this research was to determine whether the implementation tax 
planning can minimize the amount of income tax at Employee Cooperative 
Telkom Siporennu and whether the implementation accordance with the 
applicable law. The research data was obtained from financial report of 
cooperative and interview with finance and tax staff. This research used 
qualitative research methods with analyze the extent of implementation tax 
planning can minimize the amount of income tax and whether the implementation 
accordance with the applicable law  The results of this research indicate that 
cooperative has not implemented tax planning. But cooperative can minimize the 
amount of income tax if implemented tax planning by maximizing the exempted 
income through maximizing interest income, maximizing fiscal costs and 
minimize the cost of which is not allowed as a deductioncovers, the cost of eat 
and drink, employee transportation, allowances, insurance benefits, holiday 
allowance and the implementation accordance with the applicable law. 
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1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting bagi Negara 
untuk membiayai pembangunan di Negara ini. Sebagai manifestasi dari fungsi 
budgetirnya, pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara 
optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 
Pajak sebagai sumber dana yang mandiri, yang mengandalkan kepada 
potensi dalam negeri, ditengah menurunnya penerimaan sumber daya alam, dan 
keinginan pemerintah untuk tidak bergantung kepada pinjaman luar negeri, pajak 
diharapkan menjadi sumber andalan bagi pemerintah untuk membiayai 
pembangunan yang sedang dan akan dijalankan. 
Merupakan tugas dan kewajiban dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
untuk menjalankan fungsinya menghimpun penerimaan dari sector perpajakan 
dengan berdasarkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan salah satu misinya, 
yakni misi fiskal, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang 
mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-
undang perpajakan.  
Dilain pihak, ketika DJP sedang mengemban misi menghimpun 
penerimaan dalam negeri dalam sector pajak wajib pajak justru menghadapi 
masalah yang serius yakni membayar pajak yang tidak sedikit, akibatnya 
kepatuhan wajib pajak menjadi rendah. Oleh karena itu untuk meminimalisasi 
beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak,manager perusahaan dapat 
menggunakan salah satu cara di dalam perpajakan yang dikenal dengan 
manajemen pajak yaitu upaya memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar 
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melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan 
pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban pajak yang harus 
ditanggung oleh perusahaan dapat diminimalkan sehingga kepatuhan wajib 
pajak meningkat tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.   
Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang 
seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. 
Langkah-langkah managemen yang dimaksud dimulai dari hingga pengawasan 
terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan. 
Pajak yang terhutang ditentukan dari penghasilan kena pajak (taxable income) 
yang dikalikan dengan tarif pajak. Semakin besar penghasilan kena pajak (PKP) 
maka makin besar pula pajak yang harus di tanggung, makin besar biaya yang 
dikeluarkan maka PKP akan semakin kecil sehingga pajak yang dibayar juga 
kecil. Upaya meminimalisasi pajak tersebut secara eufinisme sering disebut 
dengan teknik tax planning. Pada umumnya tax planning merujuk pada proses 
merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak sehingga beban pajaknya berada 
dalam jumlah yang minimal sesuai dengan ketentuan perpajakan. 
Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya 
yang terangkum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan 
perpajakan lainnnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal 
tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana 
kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk 
mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak 
yang ditanggung oleh perusahaan. Untuk meminimalisasikan pajak beban pajak 
yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih 
berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga diluar ketentuan perpajakan. 
Upaya untuk meminimalisasi sering disebut dengan teknik “tax planning”  
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Menurut Pohan (2011:9), secara teoritis tax planning adalah bagian dari 
manajemen pajak dalam menyusun strategi penghematan pajak, yaitu proses 
mengorganisasi usaha wajib pajak dengan sedemikian rupa sehingga pajak 
penghasilan dan pajak lainnya berada dalam posisi minimal, sepanjang hal ini 
dimungkinkan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku. Ada dua factor yang 
harus diperhatikan dalam menganalisis pajak yaitu, faktor pajak dan faktor bukan 
pajak. Faktor pajak adalah dasar yang digunakan dalam menganalisis setiap 
permasalahan yang dihadapi didalam menyusun perencanaan pajak. Sedangkan 
faktor bukan pajak adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun 
perencanaan pajak sebagai dasar menggolongkan setiap tindakan diluar prihal 
pajak, seperti masalah badan hukum, masalah mata uang dan nilai tukar, 
masalah pengendalian devisa, masalah program insentif, investasi, dan masalah 
faktor bukan pajak lainnya. 
Demikian halnya pada Koperasi Karyawan Telkom Siporennu perlu 
memperhatikan perencanaan  pajak. Sehingga beban pajak dapat diminimalkan 
tanpa melanggar undang-undang. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Analisis Perencanaan Pajakuntuk meminimalkan jumlah pajak 










1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah“ 
1. Apakah dengan penerapan perencanaan pajak pada koperasi dapat 
meminimalkan jumlahpajak penghasilanpada koperasi Siporennu ? 
2. Apakahperencanaan pajak yang diterapkan sudah sesuai dengan undang-
undang perpajakan yang berlaku? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
1. Untuk mengetahui apakah dengan menerapkan perencanaan pajak pada 
koperasi perusahaan dapat bermanfaat untuk meminimalkan jumlah pajak 
penghasilan 
2. Untuk Menganalisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pada Koperasi  
3. Untuk melihat perbandingan laba sesudah perencanaan pajak dan sebelum 
perencanaan pajak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan dan 
wawasan dalam perpajakan khususnya perencanaan pajak guna meminimalkan 






1.4.2 Kegunaan Praktis 
Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan dan bahan 
informasi terhadap koperasi perusahaan tentang perencanaan pajak guna 
meminimalkan jumlah pajak penghasilan. 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi lebih bagi pihak lain 
dalam hal konsep perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak 
penghasilan  
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Berikut ini penulis sajikan uraian singkat materi pokok yang akan dibahas 
pada masing-masing bab, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh 
tentang penulisn ini. 
BAB I         :  Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah,  tujuan 
penelitian, kegunaan penelitiandan sistematika penulisan. 
BAB II          :  Tinjuan Pustaka 
Bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
BAB III           :  Metode Penelitian 
Bab ini berisi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 
penelitian, jenis dan sumber data, teknik  pengumpulan data, 
instrument penelitian, dan  teknik analisis data 
 
 
 BAB IV         :  Pembahasan 
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Bab ini berisi tentang sejarah singkat Koperasi, struktur 
organisasikoperasi, tugas dan wewenang masing-masing 
Pegawai koperasi. menguraikan deskripsi penelitian, antara lain 
mengenai kebijakan akuntansi perusahaan yang berkaitan 
dengan  Perencanaan Pajak (Tax Planning), serta penyajian 
laporan keuangan. 
BAB V             :  Kesimpulan dan saran 
Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang 




















BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Pajak 
        Ada  beberapa pengertian pajak atau definisi pajak yang dikemukakan oleh 
para ahli bidang keuangan negara,ekonomi maupun hukum. 
1. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) adalah iuran 
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat  ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 
2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Munawir (2003:2) bahwa pajak iuran 
wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 
norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa 
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 
3. Sedangkan menurut Djajaningrat dalam Resmi (2003:1), pajak adalah suatu 
kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa dari 
Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. 
Dari definisi di atas,maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 
1. Iuran dari rakyat  kepada Negara. 





3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. 
4. Digunakan untuk membiayai  rumah tangga  negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 
2.2 Jenis dan Fungsi Pajak 
2.2.1 Jenis Pajak  
1. Menurut golongannya. 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau  dilimpahkan kepada orang lain. 
2. Menurut sifatnya 
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal  atau berdasarkan pada  
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan wajib pajak. 
3. Menurut lembaga pemungutannya 
a. Pajak  pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk  membiayai rumah tangga  negara. 
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 






2.2.2 Fungsi Pajak 
Ada dua fungsi pajak yang dapat kita lihat sebagai berikut: 
1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran, baik ruti maupun pembangunan. 
2. Fungsi regulerend (mengatur) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan 
tertentu di luar bidang keuangan. 
 
2.3 Subjek Pajak 
Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang 
diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi subjek Pajak 
adalah : 
a. Orang pribadi.  
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 
berhak.  
c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 
Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi: 
1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari: 
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a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: 
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih 
dari 183  (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 
(dua belas) bulan. 
2. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan 
mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 
b. Subjek  Pajak badan, yaitu: 
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 
tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi  kriteria: 
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggran Pendapatan  dan Belanja 
Negara atau Daerah.  
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah. 
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara. 
c. Subjek pajak warisan, yaitu: 
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan,  menggantikan yang 
berhak. 
2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri atas : 
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan 
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usha tetap di Indonesia. 
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b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 ( duabelas ) bulan, dan badan yang tidak didirikan 
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 
memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
3. Tidak termasuk subjek pajak  adalah: 
a. Kantor perwkilan Negara asing.. 
b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara 
asing, dan orang-orang yang dperbantukan kepada mereka yang bekerja  
pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. 
c. Organisasi internasional 
d. Pejabat perwakilan organisasi internasional. 
 
2.4. Objek Pajak 
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 
kemampuan  ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 
berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia,  yang dapat dipakai  untuk 
konsumsi atau  untuk menambah kekeyaan Wajib  Pajak  yang bersangkutan. 
Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah: 
a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja  dan pekerjaan bebas, 
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokterr, notaries, aktuaris, 
akuntan, pengacara, dan sebagainya. 
b. Penghasilaan dari usaha atau kegiatan. 
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c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa,, bunga, 
dividen, royalti,  keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan. 
d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke 
dalam salah satu dari tiga kelompok di atas, seperti: 
1. Keuntungan karena pembebasan utang. 
2. Keuntungan karena selisih kurs  mata uang asing. 
3. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
4. Hadiah undian. 
 
2.5. Sistem Perpajakan 
Suandy  (2008) menjelaskan ada tiga unsur pokok  pemungutan pajak yang 
harusnya saling terkait satu sam lain. Kesuksesan pelaksanaan administrasi 
perpajakan tergantung pada keharmonisan ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur 
tersebut adalah: 
1. Kebijakan Perpajakan  
Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari berbagai 
alternatif perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. 
Pemilihan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan 
dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan (objek pajak), cara 
perhitungan dan prosedur pajak. 
2. Undang-undang Pajak 
Dari berbagai kebijakan perpajakan tersebut diatas agar dapat memberikan 
kepastian hukum tentang pemungutan pajak harus dirumuskan dalam suatu 
peraturan formal yang disebut dengan  undang-undang pajak dan  peraturan 
pelaksanaannya. Undang-undang yang baik harus mudah  dimengerti dan 
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mudah  dipahami sehingga tidak menyusahkan pembuat dan pemakai 
undang-undang itu sendiri. 
3. Administrasi  Perpajakan 
Administrasi pajak merupakan instrumen untuk  mengoperasionalkan  
kebijakan  perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku. Administrasi 
pajak merupakan kunci bagi berhasilnya kebijakan  perpajakan. 
 
2.6. Pajak Penghasilan 
2.6.1 Definisi penghasilan 
Definisi penghasilan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang 
Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai 
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan,dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
Menurut Suandy ( 2008:1 ) pajak paenghasilan adalah pajak yang dikenakan 
terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 
Tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian 
tahun pajak , apabila kewjiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam 
tahun pajak.  
 
2.6.2 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 
Dalam undang-undang 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan  yang 
dimaksud dengan  penghasilan yang dapat dikenakan pajak yaitu setiap 
tambahan kemampauan  ekonomis  yang diterima atau diperoleh wajib Pajak, 
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai  
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untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang 
bersangkutan. Yang termasuk penghasilan yang dapat dikenai pajak antara lain: 
1. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang  
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 
bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 
2. Hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 
3. Laba usaha. 
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.. 
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 
dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian uang. 
7. Deviden,  dengan nama  dan bentuk apapun, termasuk deviden dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan sisa hasil usaha koperasi. 
8. Royalti  atau imbalan atas penggunaan hak. 
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah  
tertentu. 
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 
13. Selisih lebih karena penilaian kembali. 
14. Premi asuransi. 
15. Iuran yang  diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 
dari  Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 




17. Penghasilan dari usaha berbasis usaha. 
18. Imbalan bunga. 
19. Surplus Bank Indonesia. 
Perihal penghasilan yang dapat dikenakan pajak mempunyai unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1. Tambahan kemampuan ekonomis. 
Yang dimaksud dengan tambahan kemampuan ekonomis adalah 
kemampuan seseorang untuk mendapatkan barang dan jasa guna memenuhi 
kebutuhannya. 
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh. 
Yang dimaksud penghasilan yang diterima terkait dengan konsep akuntansi 
mengenai pengakuan pendapatan antara cash basis  (sudah diterima) 
dengan accrual basis (belum ada realisai atau  baru dicatat saja). 
3. Berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. 
Karena Indonesia menganut sistem world wide income maka seluruh 
penghasilan yang diterima baik berasal dari dalam maupun luar negeri wajib 
dikenakan pajak. 
4. Untuk kepentingan konsumsi atau menambah kekayaan. 
Penghasilan yang diterima atau diperoleh yang akan digunakan untuk 
konsumsi atau menambah kekayaan wajib dikenakan pajak. 
5. Dalam nama dan bentuk apapun. 
Yang dimaksud dengan nama dan bentuk apapun adalah hakekat ekonomis 
lebih penting dari jenis penghasilan tetap jika maksud dan tujuan dari nama 
tersebut adalah suatu penghasilan maka wajib dikenakan pajak penghasilan. 
Dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan adalah Penghasilan Kena 
Pajak.  Dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak umumnya dihitung 
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dengan cara  mengurangi penghasilan bruto dengan beberapa bentuk 
pengurangan (Tax Reliefs) yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan. 
Tax Reliefs ini merupakan salah satu faktor yang membedakan pajak 
penghasillan dengan pajak penjualan atau pajak pertambahan  nilai. 
Jenis-jenis tax reliefs yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan 
bruto  dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak antara lain : 
1. Deducation  
Biaya yang dapat dikurangi  dalam menghitung penghasilan kena pajak dapat 
dibebankan menjadi : 
a. Semua pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan bisnis 
dan perdagangan,termasuk biaya-biaya yang berkaitan usaha yang 
dikeluarkan oleh pengusaha. 
b. Pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan , 
menagih dan memelihara penghasilan yang terkait  dengan perolehan 
penghasilan luar usaha. 
c. Pengeluaran-pengeluaran yang murni diperuntukan bagi wajib pajak 
orang pribadi.Pada prinsipnya tujuan dari deducation expensetidak 
membatasi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak 
untuk mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Tetapi untuk 
keperluan perpajakan diatur lain mengenai biaya-biaya yang 
diperbolehkan untuk dijadikan sebagai pengurang untuk menghitung 
Penghasilan Kena Pajak (PKP). 
2. Exemtions 
Pemungutan pajak disebagian Negara telah menerapakan Tax Reliefs dalam 
bentuk personal exemition untuk menentukan besarnya penghasilan kena 
pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Di Indonesia personal  exemition 
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disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan 
bentuk pengurang yang jumlahnya sama kepada wajib pajak yang memiliki 
tanggungan yang sama. 
3. Penghasilan dari Pekerjaan 
      Setelah diuraikan diatas konsep penghasilan secara umum, penghasilan 
yang diterima oleh wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, 
penghasilan dari menjalankan usaha (business income) dan penghasilan  dari  
kegiatan melakukan pekerjaan (employment income). Penghasilan dari 
menjalankan usaha dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum, 
sedangkan penghasilan  dari kegiatan melakukan pekerjaan hanya dapat 
dilakukan oleh orang pribadi. 
Employment  income merupakan penghasilan yang diperoleh orang pribadi 
sehubungan dengan kegiatan dalam melakukan pekerjaan, jasa dan kegiatan 
lain. 
Jenis employment income dapat dibagi menjadi dua yaitu: 
1. Penghasilan sebagai pegawai atau atau penghasilan dari penyerahan jasa 
orang pribadi  tidak bebas atau penghasilan sebagai karyawan. 
2. Penghasilan dari pekerjaan bebas, misalnya penghasilan dari jasa 
professional yang independen. 
Apabila diperhatikan pengertian employment income pada intinya menyangkut 
semua penghasilan yang diterima karyawan termasuk fasilitas dan penggantian 






2.6.3 Penghasilan Tidak KenaPajak 
PenghasilanTidak Kena Pajak (PTKP) adalah suatu besaran yang dijadikan 
batas oleh pemerintah untuk memajaki penghasilan seseorang.Setiap orang 
pribadi yang telah memperoleh penghasilan melewati PTKP wajib membayar 
pajak penghasilan ke kas negara. 
PTKP diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak 
penghasilan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 
36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Namun, sejak januari tahun 2013 
pemerintah menaikkan besaran nilai PTKP.dasarnya adalah Peraturan Menteri 
Keuangan 162/PMK. 11/2012 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak 
Kena Pajak Nomor 162/PMK.11/2012 tentang penyesuaian Besarnya 













Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
STATUS 
WP 




















Rp 17.160.000 Rp 26.325.000 
K/1 
Kawindanmemiliki 1 orang 
tanggungan 
Rp 18.480.000 Rp 28.350.000 
K/2 
Kawindanmemiliki 2 orang 
tanggungan 
Rp 19.800.000 Rp 30.375.000 
K/3 
Kawindanmemiliki 3 orang 
tanggungan 
Rp 21.120.000 Rp 32.400.000 
Sumber : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 
 
2.7 PPh Pasal 21 
PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan 
berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 yang 
dipotong oleh pihak lain tersebut sepanjang tidak bersifat final dapat dikreditkan 
oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terhadap Pajak Penghasilan (PPh) 






2.7.1 Pengertian Dasar 
Pengertian dasar dalam PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut. 
1. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 
kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
2. Penyelenggara kegiatan adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak 
badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan 
pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang 
pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. 
3. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai 
pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan 
perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, 
untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu 
dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, 
penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, 
termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau 
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 
4. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh 
penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan 
komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus 
ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang 
bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang 
pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. 
5. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya 
menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, 
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berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan 
atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. 
6. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai 
tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun dari Pemotong PPh Pasal 21/26 sebagai imbalan 
atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan 
perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. 
7. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan 
tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya, pendidikan, 
pertunjukan olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh 
imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. 
8. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima 
atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, 
termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua 
atau jaminan hari tua. 
9. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi 
pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan 
dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan 
yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang  lembur. 
10. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan 
bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima 
sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, 
Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, grafikasi, atau imbalan 
sejenis lainnya dengan nama apa pun. 
11. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai  
yang terutang atau dibayarkan secara harian. 
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12. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh 
pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. 
13. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai 
yang terutang atau dibayarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. 
14. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh 
pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu 
jenis pekerjaan tertentu. 
15. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam 
bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara 
lain berupa honorarium, komisi, fee, dan pengahasilan sejenis lainnya. 
16. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan 
dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan 
tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, 
honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya. 
17. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di 
mana pegawai tetap berhenti bekerja. 
 
2.7.2 Pemotong PPh Pasal 21 
Yang termasuk pemotong pajak PPh Pasal 21 adalah : 
1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan 
pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, 
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama atau dalam 
bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; 
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2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 
pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 
negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang 
membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 
jabatan, jasa, dan kegiatan;   
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja,dan badan-
badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau 
jaminan hari tua; 
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta 
badan yang membayar: 
a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 
jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status 
Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan 
pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan 
untuk dan atas nama persekutuan; 
b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 
kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status 
Subjek Pajak luar  negeri; 
c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan 
magang. 
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang 
bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 
lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 
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honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib 
Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 
 
2.7.3 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi 
yang merupakan: 
1. Pegawai; 
2. Penerima uang pesangon, pensiunan atau uang manfaat pensiun, tunjangan 
hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris; 
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi: 
a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 
aktuaris; 
b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan 
seniman lainnya; 
c. Olahragawan; 
d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 
e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem 
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial 
serta pemberi jasa kepada suatu panitiaan; 
g. Agen iklan; 
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h. Pengawas atau pengelola proyek; 
i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 
perantara; 
j. Petugas penjaja barang dagangan; 
k. Petugas dinas luar asuransi; 
l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 
kegiatan sejenis lainnya; 
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 
dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: 
a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 
olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 
perlombaan lainnya; 
b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 
c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 
kegiatan tertentu; 
d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 
e. Peserta kegiatan lainnya. 
 
2.7.4 Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 
Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang 
Dipotong PPh Pasal 21: 
1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara 
asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 
pada dan bertempat tinggal  bersama mereka, dengan syarat bukan warga 
negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 
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penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara 
yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang 
telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara 
Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain 
untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
 
2.7.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah; 
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 
berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 
penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus 
berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau 
jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; 
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah 
harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 
dibayarkan secara bulanan; 
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, 




6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; 
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama 
dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: 
a. Bukan Wajib Pajak; 
b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau 
c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak  Penghasilan berdasarkan norma 
perhitungan khusus (deemed profit). 
 
2.7.6 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21 
Penghasilan yang tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah: 
1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama 
apapun keuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak; 
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya 
telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT 
kepada badan penyelengara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh 
pemberi kerja; 
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama 
apapun yang diberikan oleh pemerintah; 
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja; dan 
6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 
lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 
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2.7.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 
Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk 
menghitung besarnya PPh sesuai dengan Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah dalam UU 




Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) 
5% (lima persen) 
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah) 
15% (lima belas persen) 
Di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) 
25% (dua puluh lima 
persen) 
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) 
30% (tiga puluh persen) 
Sumber Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 
 
2.8 Perencanaan Pajak 
Pohan (2011:9) menjelaskan bahwa“tax planning adalah proses 
mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha 
sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang 
dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan 
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yang berlaku (loopholes), agar perusahaan dapat membayarkan pajak dalam 
jumlah minimum”. 
Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan 
perencanaan pajak (tax planning atau tax sheltering). Menurut Dirjen Pajak tax 
planning bagi perusahaan dianggap benar selama tidak menyalahi aturan yang 
berlaku karena tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Perpajakan 
yang melarang dilakukannya tax planning. 
Tax planning merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. 
Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan 
dengan benar tapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin 
dengan memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya 
adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan 
pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan 
pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah 
agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada 
umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk 
meminimalisasi kewajiban pajak. 
Pada dasarnya perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut. 
1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. 
Rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan 
merupakan tax evasion. 
2. Secara bisnis dapat diterima. 
Kewajaran melakukan transaksi bisnis tersebut harus berpegang kepada 
praktek perdagangan yang sehat dan menggunakan standard arm’s length 
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price, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan 
penjual independen, bebas melakukan transaksi. 
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai. 
 
2.8.1 Manfaat Perencanaan Pajak 
Manfaat perencanaan pajak dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai 
berikut. 
1. Penghematan kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang 
merupakan biaya bagi perusahaan. 
2. Mengatur aliran kas (cash flow). Perencanaan pajak dapat mengestimasi 
kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga 
perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. 
 
2.8.2 Tujuan Perencanaan Pajak 
Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang 
baik adalah sebagai berikut. 
1. Meminimalisir beban pajak yang terutang. 
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut 
berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang 
lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 
2. Memaksimumkan laba setelah pajak. 
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax suprise) jika terjadi pemeriksaan 
pajak yang dilakukan oleh fiskus. 
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4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai 
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi: 
a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari 
pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi 
pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan dan 
penjara; 
b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, 
pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan 
pajak. 
 
2.8.3 Aspek-aspek dalam Perencanaan Pajak 
1. Aspek Formal dan Administatif 
a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
(NPPKP); 
b. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; 
c. Memotong dan/atau memungut pajak; 
d. Membayar pajak; 
e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan. 
2. Apek Material 
Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi 
alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak 
yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan 
secara benar dan lengkap. 
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2.8.4 Tahap Perencanaan Pajak 
1. Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base) 
2. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing one or 
more possible tax plans) 
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan) 
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging the 
tax plans) 
5. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan) 
 
2.8.5 Strategi Umum Perencanaan Pajak 
1. Tax Saving 
Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan 
alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, 
perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada 
karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. 
2. Tax Avoidance 
Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari 
pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. 
Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah 
tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena 
natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. 
3. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan 
Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat 
menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi (denda, 
bunga, atau kenaikan) dan sanksi pidana (pidana atau kurungan) 
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4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak 
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang 
berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini 
dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas 
waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, 
penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah 
bulan penyerahan barang. 
5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan 
Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran 
pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. 
Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau 
sewa, dan lain-lain. 
 
2.8.6 Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak 
Beberapa strategi yang digunakan dalan mengefisienkan beban pajak 
adalah sebagai berikut. 
1. Pemilihan Bentuk Badan Usaha antara pemilihan bentuk PT atau CV. 
2. Memilih lokasi perusahaan atau melakukan penanaman modal di bidang 
usaha tertentu dan atau di bidang tertentu yang mendapat prioritas tinggi 
dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan. 
3. Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengecualian atau 
pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak. Seperti apabila diketahui bahwa 
Penghasilan Kena Pajak perusahaan besar dan akan mengakibatkan pajak 
terhutang besar, sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba 
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perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan, biaya 
training yang boleh dikurangi dari penghasilan kena pajak. 
4. Penempatan modal perusahan kepada perseroan terbatas lebih 
menguntungkan kalau besarnya modal yang disetor paling rendah 25%. 
Apabila modal yang ditempatkan kurang dari 25% maka dividen yang dibagi 
dari perusahan akan dikenakan pajak. 
5. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura/ 
kenikmatan dapat dipilih sebagai alternatif untuk mengefisienkan pajak. 
6. Pemilihan metode penilaian persediaan dengan metode average daripada 
FIFO. Karena pada kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, 
penetapan metode average akan menghasilkan HPP lebih tinggi dari pada 
FIFO. Dengan HPP lebih tinggi, akan mengakibatkan laba kena pajak akan 
semakin rendah. 
7. Untuk pendanaan aktiva tetap lebih menguntungkan secara leasing dengan 
hak opsi dibandingkan pembelian langsung. 
8. Pemilihan metode penyusutan jika prediksi laba cukup besar sebaiknya 
menggunakan metode saldo menurun. Tapi jika pada awal investasi tidak 
dapat memberikan keuntungan, maka metode garis lurus lebih 
menguntungkan. 
9. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi pada 
yang bukan objek pajak 
10. Mengoptimalkan kredit pajak. Jangan sampai kredit pajak tersebut menjadi 
biaya pajak karena akan merugikan.Apabila pajak yang telah dibayar dimuka, 
dikreditkan, maka kredit pajak akan dapat kembali 100%. Tetapi apabila 
pajak yang telah dibayar dimuka dibiayakan, maka pajak yang sudah dibayar 
hanya kembali 75 %. 
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11. Penundaan pembayaran kewajiban pajak sampai akhir batas jatuh tempo. 
12. Menghindari lebih bayar untuk menghindari kerugian finansial dan 
menghindari pemeriksaan pajak. 
 
2.9. Pajak Penghasilan Badan 
Dalam perpajakan Indonesia, yang dimaksud dengan badan adalah 
sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Pengertian badan 
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, 
Kongsi, Yayasan, dan  Bentuk badan lainnya. 
 
2.9.1 Objek Pajak PPh Badan 
Sesuai dengan Pasal 4 UU PPh, objek PPh Badan yang tidak dikenakan PPh 
bersifat final adalah : 
1. Laba usaha; 
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 
4. bunga, termasuk : premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian; 
5. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun; 
6. Royalti; 






2.9.2 Non Objek Pajak PPh Badan 
1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal 
zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, sepanjang tidak ada 
hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara 
pemberi dan penerima. 
2. Harta hibah yang diterima olehBadan Keagamaan, Badan Pendidikan, 
Badan Sosial, Pengusaha kecil yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan antara pemberi dan penerima. 
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 
4. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD. 
5. Penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan. 
 
2.9.3 Tarif PPh Badan 
       Tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
menganut tarif tunggal yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 atau 25% pada tahun 
2010 dan seterusnya. Namun demikian, ternyata tarif PPh Badan juga harus 
memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 
31E Undang-Undang tersebut. Adanya batasan peredaran usaha bagi Wajib 
Pajak badan yang berhak mendapatkan pengurangan tarif ini membuat tarif PPh 
Badan menjadi tidak sederhana.  
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       Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini juga memberikan fasilitas 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2b) 
berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Pasal 31E ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Wajib Pajak badan 
dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 
diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). 
       Dengan demikian, Wajib Pajak yang berhak atas fasilitas pengurangan tarif 
ini adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang peredaran brutonya tidak lebih 
dari Rp 50 Milyar. Jadi, selain Wajib Pajak badan dalam negeri dengan 
peredaran bruto kurang dari Rp 50 Milyar tidak berhak atas pengurangan tarif ini, 
misalnya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ataupun Wajib Pajak luar 
negeri. Begitu juga, Wajib Pajak badan dalam negeri yang peredaran brutonya 
lebih dari Rp 50 Milyar juga tidak mendapatkan fasilitas ini. 
 
2.10 PPh yang berhubungan dengan koperasi 
       Perpajakan dan Koperasi merupakan dua hal penting yang perlu 
dipahami.Perpajakan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan pajak, sementara 
koperasi merupakan Badan Hukum yang menurut Undang-Undang Perpajakan 
Nomor 17 tahun 2000 sebagai subyek pajak.Pajak itu sendiri pada hakekatnya 
adalah iuran masyarakat kepada Negara sebagai bentuk partisipasi kewajiban 
untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas Negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai suatu kewajiban, pajak bagi koperasi 
ternyata dimulai sejak tanggal pengesahan akte pendirian Badan Hukum dan 
telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta berakhir sejak tanggal 
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koperasi dibubarkan.Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh 
setiap wajib pajak,penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak 
akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-
sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan.Sistem self assessment 
memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 
menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang 
sesuai dengan ketentuan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki 
kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, 
memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin 
dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.Berkaitan 
dengan itu diperlukan upaya terus menerus untuk menggugah dan mendorong 
koperasi transparansi dan melaksanakan akuntabilitas dengan mematuhi 
peraturan perpajakan dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak. Untuk itu 
kata kunci untuk itu adalah adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman 
perpajakan oleh seluruh insan anggota dan pengelola koperasi merupakan suatu 
kewajiban yang mengikat baik kepada individu anggota maupun koperasi 
sebagai badan usaha.Menurut sudut pandang pajak koperasi adalah objek pajak 
hal ini sesuai dengan pengertian skripsi secara spesifik kedudukan koperasi di 
mata hukum pajak adalah sebagai berikut : 
1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2000, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang 
memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha 
lainnya. 
2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi adalah objek pajak. 
3. Modal koperasi terdiri dari : modal sendiri dan modal pinjaman 
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4. Anggota koperasi tidak dibedakan antara orang pribadi dan badan hukum 
dalam negeri. 
Jika koperasi adalah badan usaha yang terkena pajak lantas penghasilan apa 
saja yang menjadi objek Pajak penghasilan atau PPh 
1. Bunga Simpanan Koperasi 
Bunga simpanan koperasi merupakan imbalan yang diberikan koperasi 
kepada anggota berdasarkan simpanan wajib dan sukarela yang disetorkan 
kepada koperasi. Bunga simpanan koperasi yang akan diterima oleh anggota 
sesuai dengan AD/ART Koperasi. Bunga simpanan koperasi yang diterima 
atau diperoleh anggota dipotong.  Pasal 23 final oleh koperasi sebesar 15% 
dari jumlah bunga yang diterima sepanjang jumlah bunga simpanan yang 
diterima atau diperoleh anggota lebih dari Rp 240.000,00 setiap 
bulannya. Dalam hal bunga simpanan yang diterima anggota tidak melebihi 
Rp 240.000,00 dalam sebulan, dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 . 
2. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi 
Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 
satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan kewajiban 
lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU 
merupakan bagian laba yang diberikan kepada anggota atas simpanan 
pokoknya. Pemberian SHU tidak dijanjikan di awal, tetapi tergantung pada 
laba yang diperoleh koperasi. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-
undang \Nomor 17 Tahun 2000, SHU termasuk ke dalam pengertian dividen 
yang merupakan objek  sehingga harus dilaporkan dalam SPT Tahunnan 
penerima. Namun, pembagian SHU tersebut bukan merupakan objek 
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PPhPasal 23 oleh pihak lain (Lihat pasal 23 ayat (4) huruf f Undang-Undang 
nomor 17 Tahun 2000). 
 
2.10.1 Kewajiban Koperasi sebagai Pemotong Pajak 
1. Memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya bunga dan 
memberikan bukti pada simpanan koperasi. 
2. Menyetorkan secara kolektif PPh selambat-lambatnya tanggal 10 bulan 
berikutnya (menggunakan isi dengan nama NPWP koperasi) 
3. Melaporkan ke KPP terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan 
berikutnya (menggunakan isi dengan nama dan NPWP koperasi). 
 
2.10.2 Penghasilan koperasi yang bukan objek pajak 
Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh koperasi sepanjang tidak ada 
hubungan dengan: 
1. Usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan (Pasal 4 ayat (3) huruf a 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000). 
2. Harta hibahan yang diterima oleh koperasi sepanjang antara pemberi 
hibah dengan koperasi tersebut tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, 
kepemilikan, atau penguasaan dengan syarat bahwa nilai aktiva (nilai 
kekayaan koperasi sebelum dikurangi dengan hutang) tidak termasuk 
tanah dan bangunan pada saat akan menerima hibah, tidak lebih dari Rp 
600.000.000,00. 
3. Dividen atas bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha yang 




4. Sisa hasil usaha yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 
5. Bunga simpanan yang tidak melebihi Rp 240.000,00 setiap bulannya  
pasal 23 ayat (4) huruf g. 
 
2.11 Koreksi Fiskal 
       Yang Membedakan antara laba secara komersial dengan Penghasilan Kena 
Pajak adalah dilakukannya koreksi fiscal terhadap laba secara komersial.  
Koreksi Fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial 
dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa beda tetap, dan beda waktu. 
Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak 
sebagai penghasilan atau sebagai biaya dalam akuntansi secara komersial yang 
diatur dalam SAK. Namun demikian, berdasarkan ketentuan perpajakan atas 
transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, 
atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya. 
Contoh penghasilan :  sumbangan, Penghasilan bunga deposito. 
Contoh biaya            : biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan. 
Beda Waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu 
secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam 
ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan dan 
amortisasi. 
Contoh penghasilan  : pendapatan laba selisih kurs 






2.11.1 Koreksi Fiskal dapat berupa Koreksi Positif dan Koreksi Negatif  
         Koreksi positif adalah Koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan 
biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil atau 
yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Beberapa transaksi yang 
dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain transaksi yang 
berkaitan dengan kegiata berikut ini : 
a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan 
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan 
b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak 
c. Biaya yang diakui lebih kecil 
d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak 
e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final 
 
Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya 
penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi 
semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan. 
Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negative 
antara lain mengenai : 
a. Biaya yang diakui lebih besar 
b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek 
pajak 
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1. Hera Bugis 
Indina (2013) 
Analisis Perencanaan Pajak 
Penghasilan (PPh) pasal 21 
pegawai tetap pada PT 
SEMEN TONASA 
1. Pajak penghasilan 
(PPh 21) 
2. Pegawai tetap 
Descriptive 
Comparative 
Perusahaan telah menerapkan 
kebijakan menanggung pajak 
penghasilan karyawan dengan cara 
memberikan tunjangan pajak pada 
pegawai yang diperbolehkan sebagai 
pengurang penghasilan perusahaan 
dalam perhitungan pajak penghasilan. 




Perencanaan Pajak Yang 
Efektif atas pembayaran 
pajak penghasilan pada PT. 
Prima Karya Manunggal di 
Kabupaten Pangkep 
1. Perencanaan Pajak 
2. Pajak Penghasilan 
Descriptive 
Comperative 
Strategi perencanaan pajak yang 
digunakan oleh perusahaan adalah 
menggunakan metode saldo 
menurun, sehingga memperoleh 
penghematan pajak. Hal ini sesuai 





setip wajib pajak dapat menggunakan 
satu metode yaitu metode garis lurus. 
Dengan metode penyusunan saldo 
menurun perusahaan memperoleh 
penghematan pajak sebesar 0,82 %. 
3. Yaumil  Furqani 
Anzar (2014) 
Implementasi Tax Planning 
PPh 21 dalam Upaya 
Meningkatkan efisiensi 
perusahaan pada PT Pelni 
Cabang Parepare. 
1. Implementasi Tax 





PT Pelni secara formal belum 
melakukan Tax Planning sehingga 
peneliti mencoba menerapkan tax 
planning PPh21 dengan melihat 
beberapa komponen gaji pegawai. 
Perusahaan juga menerapkan 
kebijakan akuntansi antara lain 
dengan memaksimalkan biaya-biaya 
fiscal serta juga meminimalkan biaya 






4. Achdania Prajusa 
(2013) 
Analisis Tax Planning atas 
biaya program kesejahteraan 
karyawan pada PT 
Perkebunan XIV (Persero) 
Makassar. 
1. Analisis Tax Planning 





Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 
PT Perkebunan Nusantara XIV 
(Persero) Makassar telah berupaya 
menerapkan perencanaan pajak 
dengan baik yaitu dengan 
memaksimalkan biaya-biaya program 
yang dapat mengurangi penghasilan 
bruto perusahaan untuk 
meminimalkan beban pajaknya tanpa 
melanggar undang-undang yang 
berlaku. 




Pajak (Tax Planning) untuk 
Penghematan jumlah  Pajak 
Penghasilan pada PT. 
1. Perencanaan Pajak 






Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan tax planning yang 
diterapkan oleh perusahaan telah 





Semen Bosowa Maros analisis 
statistik 
yang berlaku. Penerapan tax planning 
yang meniadakan fasilitas mobil dinas 
bagi direksi berdampak positif 
terhadap biaya pemeliharaan pabrik 
sehingga anggaran tersebut dialihkan 
menjadi biaya operasional pabrik 
yang telah dikoreksi sebesar Rp. 
87.747.105,00 dan penghematan 
pajak yaitu sebesar Rp. 
700.000.000,00 yang berasal dari 











3.1     Rancangan Penelitian 
  Jenis penelitian ini adalah descriptive comparative yang bertujuan untuk 
menjelaskan  perencanaan pajak yang dapat meminimalkan jumlah pajak 
penghsilan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis sebagai 
berikut: 
1. Analisis Deskriptif, yaitu menjelaskan perencanaan pajak yang dapat 
meminimalkan beban pajak dalam koperasi perusahaan. 
2. Analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan laba yang dihasilkan 
sebelum dan setelah perencanaan pajak. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mengungkapkan 
gejala-gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui 
pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai 
instrument kunci. 
 
3.2   Kehadiran Peneliti 
Peneliti merupakan salah satu instrument dalam penelitian ini. Untuk 
memperoleh fakta-fakta di lapangan, peneliti melengkapi diri dengan pedoman 
wawancara ke pegawai bagian keuangan dan mengumpulkan dokumen sesuai 









3.3    Lokasi Penelitian 
Daerah penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Koperasi Siporennu PT 
Telkom yang berlokasi di Jl. A.P Pettarani, No 6 Makassar, Sulawesi Selatan. 
Sedangkan waktu penelitian selama kurang lebih satu bulan. 
 
3.4 Jenis Dan Sumber Data 
1 Jenis data 
Jenis data yang digunakan terdiri dari : 
1. Data kuantitatif, berupa dokumen-dokumen, daftar atau angka-angka 
yang dapat dihitung berupa laporan keuangan koperasi perusahaan dan 
keterangan tambahan yang diperlukan yang berhubungan dengan 
penelitian. 
2. Data kualitatif, yaitu data yang berisi tentang kondisi perusahaan seperti 
latar belakang perusahaan, kebujakan perusahaan, data ini dapat 
diperoleh secara lisan maupun tulisan. 
2 Sumber data 
1. Data primer, data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 
dan observasi dengan pegawai bagian keuangan. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen atau 
lampiran-lampiran laporan keuangan yang bersangkutan dengan 
penelitian. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 






1. Observasi, Yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung ke 
lapangan terhadap objek yang diteliti agar mendapat data yang 
diperlukan. 
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan kegiatan Tanya-jawab 
dengan pegawai bagian keuangan untuk mengetahui informasi 
yang dibutuhkan. Dalam hal ini menyangkut tentang perpajakan. 
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan 
catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini. 
 
3.6 Instrumen Penelitian 
Merupakan alat bantu di dalam melakukan penelitian yaitu untuk 
mengumpulkan data secara terencana. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan instrument penelitian disesuaikan dengan teknik pengumpulan 
data. Dalam melakukan observasi yang dibutuhkan penulis sendiri berdasarkan 
daftar kebutuhan data. Di dalam teknik interview instrumen yang digunakan 
adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada sumber informasi untuk 




3.7 Teknik Analisis Data 
       Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut: 
1. Analisis Deskriptif, yaitu menjelaskan perencanaan pajak yang 







2. Analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan laba yang 































BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Sejarah Singkat Koperasi 
       Koperasi Karyawan Siporennu adalah Badan Usaha Koperasi dengan nomor 
Badan Hukum : 4400/BH/IV tanggal 21 April 1984. Koperasi Siporennu 
merupakan koperasi primer. Sebagai landasan organisasi digunakan Anggaran 
dasar yang telah dirubah dan disahkan oleh Departemen Koperasi dan Pembina 
Pengusaha Kecil dengan nomor perubahan : 52/PAD/KWK20/V/1996 tanggal 6 
Mei 1996. Koperasi Karyawan Siporennu Makassar dalam menumbuhkan dan 
mengembangkan pengelolaannya secara profesional berorientasi pada : 
Visi : Koperasi Karyawan Sipporennu Makassar sebagai Koperasi Karyawan 
Telkom terbaik di KTI. 
Misi : Membangun Koperasi yang Mandiri, Profesional, berkarya, memberikan 
layanan yang terbaik untuk kesejahteraan bersama.   
Tujuan : 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat 
pada umumnya. 
2. Membangun kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para 
anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.  



































4.3. Bidang Organisasi/Kepengurusan 
Susunan kepengurusan Koperasi Sipporennu adalah sebagai berikut  : 
a. Pembina Koperasi :  EGM, DEGM Divre VII, GM Witel 
Sulawesi Selatan dan Ketua SEKAR 
Telkom KTI  
b. Ketua Koperasi         :   Siswoyo 
c. Sekretaris                   :   Abdul Muin 
d. Bendahara                 :   Wanto 
e. Ketua Badan Pengawas dan Anggota :  Gangsar Budiarso, Ichwan   
Muhammadiah, Eyen Ekayatri  
f. Pengelola          :   Agus Widjaja (Manager Bisnis Kontruksi), 
Muh Tasmin (Manager Bisnis Usaha)  
g. Karyawan                                       
Jumlah Karyawan Koperasi sebanyak 24 orang yaitu terbagi atas : 
1. Unit Bisnis Support : 11 orang 
2. Unit Bisnis Konstruksi : 5 orang 
3. Unit Bisnis Usaha : 8 orang 
 
 
4.4  Keanggotaan Koperasi 
Jumlah anggota Koperasi Sipporennu berjumlah 323 orang dengan rincian 
sebagai berikut : 
1. WITEL SULSEL               : 182 orang 
2. ISC                                   :   16 orang 
3. DWB                                 :     9 orang 






5. YAKES                             :     4 orang 
6. LEARNING EVENT         :     4 orang 
7. JVC   :   11 orang  
8. MSC  :     5 orang 
9. LUAR MAKASSAR          :    61 orang 
10. PENSIUN                         :      4 orang 
11. KARYAWAN KOPKAR    :    24 orang 
 
4.5  Bidang Usaha  
Koperasi Sipporennu menyelenggarakan berbagai jenis usaha sebagai berikut : 
1. Bidang Usaha 
Jenis usaha yang telah dilakukan Koperasi meliputi : 
a) Simpan Pinjam 
b) Pengadaan Barang/jasa 
c) Swalayan 
d) Mini Market  
e) Pengelolaan TLH 
f) Foto Copy 




k) Perdagangan ATK, PesawatTelepon 
l) Pengadaan Barang dan Pengembangan Jaringan kabel  






n) Pengelolaan KBU dan Wartel 
o) Pengelolaan VPS 
p) Penyediaan Tenaga Call Centre 
q) Jasa IKR 
 
4.6 Perencanaan Pajak (Tax Planning) yang Diterapkan oleh Koperasi 
4.6.1 Kebijakan-Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan oleh Koperasi dalam    
Perhitungan PPh Terhutang 
Dalam menjalankan Usahanya, Koperasi mempunyai kebijakan Akuntansi yaitu : 
1. Dasar Penyusunan laporan keuangan 
Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan 
disajikan sesuai dengan periode akuntansi yang bersangkutan, dan 
merupakan tanggung jawab manajemen. 
2. Piutang Usaha 
Piutang dicatat berdasarkan nilai nominal yang bersangkutan. 
3. Persediaan 
Persediaan disajikan setiap akhir periode dengan menggunakan metode 
perhitungan fisik, sedangkan pembebanan ke harga pokok penjualan 
dilakukan saat pembayaran hutang atas perolehan persediaan barang 
dagangan. 
4. Biaya Dibayar Dimuka 
Biaya dibayar dimuka dibebankan dalam laporan sisa hasil usaha sesuai 
masa manfaat dari masing-masing biaya. 
5. Aset Tetap 






dengan menggunakan metode saldo menurun untuk bangunan, mesin-
mesin, kendaraan, alat pengolah data dan inventaris kantor  jangka waktu 
penyusutan aset tetap tidak ditentukan tetapi disusutkan sampai saldo 0 
(nol).     
6. Aset Lain-Lain 
Aset tetap tak berwujud yang merupakan Piutang Lain-Lain (Piutang 
Usaha yang tidak bias diidentifaksi) diamortisasi dengan menggunakan 
metode garis lurus, selama 10 tahun atau sebesar 10% per tahun. 
7. Pendapatan  dan Biaya 
Pengakuan untuk semua jenis pendapatan dan beban dilakukan 
berdasarkan cash basis dan accrual basis. 
8. Imbalan Kerja 
Berdasarkan PSAK 24 yang mengatur tentang akuntansi dan 
pengungkapan imbalan kerja Koperasi belum mencadangkan atas biaya 
tersebut. 
Namun Demikian, Koperasi tetap melakukan pembayaran (imbalan kerja) 
terkait kewajiban kepada karyawan, yaitu : 
- Jamsostek disetor ke PT. Jamsostek  
- Askes disetor ke PT. Askes 
9. Unit Simpan Pinjam 
September 2007 dan November 2009, Koperasi melakukan kerjasama 
dengan Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah BRI serta tahun 2011 
dengan Bank Danamon Syariah untuk menambah modal usaha unit 








4.6.2  Memaksimalkan Penghasilan yang dikecualikan 
         Dari data yang di peroleh dari koperasi, sumber penghasilan koperasi 
adalah simpan pinjam, pengadaan barang dan jaa, swalayan, pengelolaan TLH, 
foto copy, penyediaan air minum kemasan, penyewaan, konsinyasi, kantin, 
perdagangan ATK, pengadaan barang, usaha konstruksi, pengelolaan KBU dan 
wartel, pengelolaan VPS, penyediaan tenaga call centre, dan jasa IKR. Dalam 
menerapkan Tax Planning koperasi perusahaan dapat memaksimalkan 
penghasilan yang dikecualikan dan dikenakan PPh Final. Berdasarkan sumber 
penghasilan yang ada dalam Koperasi tidak terdapat penghasilan yang 
dikecualikan. Salah satu penghasilan yang dapat dijadikan alternative bagi 
koperasi unyuk memperkecil PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah Penghasilan 
Bunga/jasa giro, karena penghasilan bunga dikenai pajak final. 
 
4.6.3 Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak 
Diperkenankan sebagai Pengurang 
1. Biaya Makan/Minum 
Koperasi tidak memberikan uang makan siang atau pun tunjangan beras 
kepada karyawan . 
2. Transportasi Karyawan 
Koperasi memberikan tunjangan transportasi yang dimasukkan langsung 
ke dalam gaji karyawan. 
3. Tunjangan Asuransi 
Koperasi membayar premi asuransi karyawan sesuai aturan dari 
pemerintah mengenai premi asuransi jamsostek mewajibkan pemberi 
kerja menanggung premi asuransi karyawan. 
4. Tunjangan Hari Raya 






parcel/bingkisan kepada karyawan dan tunjangan yang dimasukkan 
langsung kedalam gaji karyawan. 
 
4.7 Analisis Penerapan Tax Planning yang dilakukan Koperasi dengan 
Undang-Undang Perpajakan yang berlaku 
        Sebelum menerapkan tax planning pada suatu koperasi harus dilakukan 
analisis keadaan koperasi, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap 
kebijakan koperasi serta mencari kelemahan sehingga dapat ditentukan strategi 
perencanaan pajak yang tepat dilaksanakan. Untuk dapat meminimalisasi 
kewajiban pajak dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi 
ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. 
Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut : 
1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, Bila suatu perencanaan pajak 
ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan buat Wajib 
Pajak merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam 
keberhasilan perencanaan pajak tersebut. 
2. Secara bisnis perencanaan pajak masuk akal, karena perencanaan pajak 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh 
perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Maka 
perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah 
perencanaan itu sendiri. 
3. Bukti-bukti pendukungnya yang memadai 
Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang 
akan di manfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah 






telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak 
tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan. Dan jika dalam 
pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik 
tersebut telah menyimpang dari tujuan manjemen pajak. 
 
4.7.1 Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang tidak 
Diperkenankan sebagai Pengurang 
1. Biaya Makan/Minum 
        Koperasi tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan 
beras kepada karyawan, tetapi koperasi memberikan minuman bersama 
bagi karyawan. Pemberian minum bersama bagi karyawan bukan 
merupakan objek PPh Pasal 21 karena minum  bersama merupakan 
pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan 
pemberian minum ini tidak akan menambah PPh Pasal 21 terutang. 
        Di sisi koperasi berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No.36 
Tahun 2013, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
atau jasa yang di berikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak 
dapat dibebankan sebagai biaya. Kecuali ada pemberian makan dan 
minum bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh 
perusahaan. Dengan demikian di sisi koperasi dapat mengurangi PPh 
badan yang terutang. 
       Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan 
pemberian makan dan minum bersama dengan  pemberian tunjangan 
makan berupa uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan 






minum bersama karena dengan memberikan makan dan minum bersama 
bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Sedangkan apabila 
diberikan berupa tunjangan makan, maka tunjangan makan tersebut 
menjadi Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan. Oleh karena itu, 
keputusan koperasi untuk memberikan makan dan minum bersama 
sudah baik.   
2. Transportasi Karyawan 
    Koperasi memberikan tunjangan transportasi yang dimasukkan 
langsung ke dalam gaji karyawan. Pemberian tunjangan transportasi 
menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 
tentang Objek Pajak PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang 
dikenakan pajak bagi karyawan menurut UU PPh No. 36 tahun 2013 
pasal ayat (1) huruf a, dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak 
bagi koperasi. 
      Dengan demikian koperasi dapat memertimbangkan kembali selisih 
biaya yang harus koperasi keluarkan jika meberikan tunjangan 
transportasi yang dimasukkan langsung kedalam gaji karyawan. Jika dari 
hasil pehitungan kemudian didapatkan hasil bahwa biaya yang 
dikeluarkan untuk pemberian tunjangan transportasi langsung kepada 
karyawan lebih besar dibandingkan dengan menyediakan bus/mobil  
transportasi, maka ada baiknya koperasi memilih untuk menyediakan 
bus/mobil transportasi saja. Dengan demikian koperasi bisa melakukan 
penghematan pajak karena pemberian tunjangan transportasi dapat 
dikurangkan dalam penghasilan Kena Pajak bagi koperasi sehingga akan 
menghemat PPh terhutang koperasi. 






     Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2013 Pasal 6 ayat (1) huruf a, 
pembayaran premi asuransi boleh dibebankan dalam penghasilan kena 
pajak koperasi dan bagi karyawan yang bersangkutan, menurut 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang 
Objek Pajak PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang merupakan Objek 
Pajak. Premi yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi Menurut 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang 
pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena 
Pajak PPh Pasal 21 dihitung sebagai pengurang penghasilan bagi Wajib 
Pajak yang bersangkutan. 
       Keputusan koperasi untuk membayar premi asuransi karyawannya 
sesuai aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang 
mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan. 
4. Tunjangan Hari Raya Karyawan 
       Koperasi memberikan tunjangan hari raya berupa parcel/bingkisan 
dan tunjangan yang dimasukkan langsung ke dalam gaji karyawan. 
Pemberian tunjangan hari raya menurut Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Objek Pajak PPh Pasal 21 
merupakan penghasilan yang dikenakan pajak dan dapat dikurangkan 
dalam penghasilan kena pajak bagi koperasi. 
       Koperasi akan dapat melakukan penghematan pajak jika pemberian 
tunjangan hari raya karyawan dikurangkan dengan hanya memberikan 
tunjangan yang dimasukkan langsung ke gaji karyawan. Pengurangan 
tunjangan hari raya yang dilakukan koperasi ini akan menghemat PPh 







4.7.2 Metode Penyusutan 
         Ada dua jenis metode penyusutan yang diberlakukan dalam UU 
Perpajakan, yaitu metode garis lurus (straight line) dan metode saldo menurun 
(double declining). Dan Koperasi pada saat ini menggunakan metode 
penyusutan Saldo menurun. Sebaiknya perusahaan menggunakan metode 
penyusutan yang diperbolehkan menurut Peraturan Perpajakan. Hal ini 
membantu dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal karena tidak perlu 
melakukan koreksi terhadap biaya penyusutan. Akan tetapi, kedua metode 
tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tentu saja 
pilihan masing-masing wajib pajak dapat berbeda mengingat adanya perbedaan 
kepentingan. 
          Apabila yang menjadi dasar perbandingan adalah faktor komersial, kedua 
metode ini akan berbeda kalau dinilai secara future value. Mana yang di pilih dari 
kedua metode penyusutan tersebut. Antara kebijakan fiskal dan kebijakan 
perusahaan dapat bertentangan. Di satu pihak diinginkan laba tinggi tetap 
dipihak lain dengan adanya laba tinggi itu maka PPh juga menjadi tinggi.di akhir 
penyusutan di ketahui bahwa future value dari biaya penyusutan menggunakan 
metode garis lurus lebih rendah dibanding saldo menurun, dalam arti metode 
garis lurus menghasilkan laba yang lebih tinggi dibanding metode saldo menurun 
serta akan menghasilkan PPh terutang yang lebih tinggi pula jadi apabila dinilai 










4.8 Penerapan Tax planning berdasarkan undang-undang perpajakan pada 
Koperasi Karyawan Telkom Siporennu  
Secara formal Koperasi Karyawan Telkom Siporennu belum menerapkan tax 
planning. Oleh karena itu, peneliti melakukan simulasi penerapan tax planning 
pada Koperasi Karyawan Telkom Siporennu berdasarkan undang-undang 
perpajakan yang diterapkan melalui perbandingan laba rugi fiskal sebelum dan 
setelah tax planning. Berikut perbandingan laporan laba rugi sebelum dan 


















KOPERASI KARYAWAN TELKOM SIPORENNU 
LAPORAN LABA RUGI YANG BERAKHIR  PER 31 DESEMBER 2013 
  




Planning    
Pendapatan pengadaan 4.982.730.924 4.982.730.924 
HPP pengadaan harga barang  4.718.501.700 4.718.501.700 
HPP pengadaan transpor (SDM) 89.330.000 89.330.000 
HPP pengadaan asuransi 28.390.000 28.390.000 
Jumlah HPP 4.838.221.700 4.838.221.700 
      
Laba /rugi 146.509.224 146.509.224 
Pendapatan tenaga lepas harian 4.468.093.577 4.468.093.577 
HPP tenaga lepas harian gaji 2.665.690.817 2.665.690.817 
HPP tenaga lepas harian jamsostek 215.368.806 215.368.806 
HPP TLH admin. Pengelolaan + SDM 348.482.799 348.482.799 
HPP TLH lembur 54.275.451 54.275.451 
HPP TLH pasca kerja 18.400.000 18.400.000 
HHP TLH THR 151.531.764 151.531.764 
HHP TLH cuti 214.098.742 214.098.742 
HHP TLH insentif 71.932.000 71.932.000 
HPP TLH pesangon 266.918.855 266.918.855 
Jumlah HPP 3.996.649.234 3.996.649.234 
Laba /rugi 471.444.343 471.444.343 
      
Pendapatan air mineral 45.980.927 45.980.927 
HPP air mineral harga barang 37.546.000 37.546.000 
Jumlah HPP 37.546.000 37.546.000 
Laba/rugi 8.434.927 8.434.927 
      
pendapatan sewa 203.825.000 203.825.000 
HPP sewa harga barang 185.741.006 185.741.006 
Jumlah HPP 185.741.006 185.741.006 






      
Pendapatan simpan pinjam 348.139.517 348.139.517 
HPP USP beban administrasi 22.792.644 22.792.644 
hPP USP beban SDM 61.300.000 61.300.000 
Jumlah HPP 84.092.644 84.092.644 
laba/rugi 264.046.873 264.046.873 
      
Pendapatan ATK  63.718.942 63.718.942 
HPP ATK harga barang 56.496.684 56.496.684 
Jumlah HPP 56.496.684 56.496.684 
Laba/ rugi 7.222.258 7.222.258 
      
Pendapatan Flexi 413.368.236 413.368.236 
HPP Flexi harga barang 278.458.172 278.458.172 
hPP Flexi pemasaran/operasional+SDM 5.563.250 5.563.250 
Jumlah HPP 284.021.422 284.021.422 
Laba/rugi 129.346.814 129.346.814 
      
Pendapatan Jaringan telepon 331.692.883 331.692.883 
HPP jaringan telpon/proyek 269.064.460 269.064.460 
HPP jaringan telpon penyusutan 2.467.708 2.467.708 
HPP jaringan telpon operasional 1.882.000 1.882.000 
HPP jaringan telpon pemeliharaan 803.000 803.000 
HPP jaringan telpon beban SDM 29.430.000 29.430.000 
Jumlah HPP 303.647.168 303.647.168 
Laba/rugi 28.045.715 28.045.715 
      
Pendapatan SOPP 110.523.194 110.523.194 
HPP SOPP beban pengelolaan 48.866.658 48.866.658 
HPP SOPP beban penyusutan 1.830.532 1.830.532 
HPP SOPP sewa gedung 6.000.000 6.000.000 
HPP SOPP operasional  4.923.192 4.923.192 
HPP SOPP SDM 60.300.000 60.300.000 






Laba/rugi (11.397.188) (11.397.188) 
      
Pendapatan Ticketing 56.687.707 56.687.707 
HPP ticketing operasional 16.385.696 16.385.696 
HPP ticketing SDM 18.820.000 18.820.000 
Jumlah HPP 35.205.696 35.205.696 
Laba/rugi 21.482.011 21.482.011 
      
Pendapatan Debt Collector (piutang 
macet) 651.485.530 651.485.530 
HPP debt collector beban harga barang 578.760.202 578.760.202 
HPP debt collector beban SDM 23.900.000 23.900.000 
Jumlah HPP 602.660.202 602.660.202 
Laba/rugi 48.825.328 48.825.328 
      
Pendapatan wifi 209.810.000 209.810.000 
HPP wifi harga barang 167.616.024 167.616.024 
HPP wifi operasional 
 
80.000 
HPP wifi beban SDM 1.580.000 1.580.000 
Jumlah HPP 169.276.024 169.276.024 
Laba/rugi 40.533.976 40.533.976 
      
Pendapatan paket haji dan umroh 17.388.912 17.388.912 
Laba/rugi 17.388.912 17.388.912 
      
Laba/rugi Usaha 1.189.957.187 1.189.957.187 
      
Beban pemeliharaan gedung 20. 222.156 20. 222.156 
Beban pemeliharaan kendaraan 16.329.576 16.329.576 
Beban pemeliharaan Olahta 8.933.800 8.933.800 
Beban Pemeliharaan inventaris kantor 3.028.000 3.028.000 
Jumlah 48.513.532 48.513.532 
      






Beban tunjangan jabatan 62.200.000 62.200.000 
Beban pajak pph 21 3.303.814 3.303.814 
Beban THR 80.922.000 80.922.000 
Beban Jamsostek 53.409.036 53.409.036 
Beban piagam masa kerja/pesangon 79.415.000 79.415.000 
Beban pakser 6.650.000 6.650.000 
Beban IBO 12.950.000 12.950.000 
Beban RAT dan pra RAT 200.000.000 200.000.000 
Beban listrik 32.618.679 32.618.679 
Beban Telepon 19.368.625 19.368.625 
Beban BBM KBM dinas 17.152.500 17.152.500 
Beban ATM 3.046.951 3.046.951 
Beban cetak dokumen 8.340.200 8.340.200 
Beban kertas printer/FAX 3.;787.300 3.;787.300 
Beban tinta printer 4.900.300 4.900.300 
Beban pengiriman dokumen/barang 697.540 697.540 
Beban Perijinan 26.900.000 26.900.000 
Beban PBB 493.232 493.232 
Beban Materai 4.380.000 4.380.000 
Beban Minum pegawai 7.107.075 7.107.075 
Beban rapat intern 10.528.443 10.528.443 
Beban perjalan dinas 4.596.800 4.596.800 
Beban lobbing 165.000 165.000 
Beban deklarasi akuntan 16.500.000 16.500.000 
Beban trasnpor pengurus/Pembina 67.100.000 67.100.000 
Jumlah  927.822.495 927.822.495 
      
Beban Penyusutan gedung 9.681.160 9.681.160 
beban Penyusutan KBM 50.225.307 50.225.307 
Beban Penyusutan Olahta 4.984.390 4.984.390 
beban penyusutan Inv. Kantor 3.155.118 3.155.118 
Jumlah  68.045.974 68.045.974 
      






      
Laba/ Rugi kotor 145.585.185 145.585.185 
      
Pendapatan non Operasional  122.127.936 122.127.936 
Pendapatan jasa giro 12.491.183 12.491.183 
Pendapatan SHU dari KOPTEL 57.400.700 57.400.700 
Jumlah pendapatan & Non operasional  192.019.819 192.019.819 
      
Beban non operasional (133.556.948) (133.556.948) 
Jumlah pendapatan & beban non 
operasional  (133.556.948) (133.556.948) 
      
Laba / rugi sebelum pajak 204.048.058 204.048.058 
      
Beda waktu      
Penyusutan aset tetap 771.265.498.34 771.265.498.34 
Cadangan kerugian piutang (438.580.843,49) (438.580.843,49) 
Beban estimasi pasca kerja (79.415.000) (79.415.000) 
      
Beda permanen 
Beban tunjangan jabatan (50%) 62.200.000 31.100.000 
Pajak 63.992.750 63.992.750 
Beban transpor karyawan(50%) 67.100.000 33.550.000 
Beban THR (50%) 80.922.000 40.461.000 
Jasa Giro (12.491.183) (12.491.183) 
Taksiran laba fiscal 719.039.267,85 613.928.267,85 
Sumber: Data diolah, 2013 
 
 
1. Sebelum Perencanaan Tax Planning 
PPh terhutang tahun 2013 : 12,5% x Rp.719.039.267,85 =  Rp.89.879.908,48 
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan : 






Cadangan Kerugian Piutang  x 25% Rp. (109.645.210,86) 
Kewajiban Estimasi Imbalan Pasca Kerja x 25% Rp. (19.853.750,0) 
 Rp. 63.317.413,72 
 
Jumlah Taksran Pajak Penghasilan adalah  Rp.  26.562.494,76 
 
2. Sesudah Perencanaan Tax Planning 
PPh terhutang tahun 2013 : 12,5% x Rp.613.928.267,85 =  Rp.76.741.033,48 
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan : 
Penyusutan Aset Tetap x 25% Rp. 192.816.374,58 
Cadangan Kerugian Piutang  x 25% Rp. (109.645.210,86,) 
Kewajiban Estimasi Imbalan Pasca Kerja x 25% Rp. (19.853.750,0) 
 Rp. 63.317.413,72 
 
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan adalah  Rp.  13.423.619,76 
Sebelum dilakukan Tax Planning, Laba Bersih setelah Pajak adalah : 
Laba Bersih Komersial  Rp. 204.048.056,00 
Pajak Penghasilan  Rp. (26.562.494,76) 
Laba Setelah Pajak  Rp.    177.485.561,24 
Setelah Dilakukan Tax Planning, Laba bersih setelah Pajak adalah:  
Laba Bersih Komersial  Rp.  204.048.056,00 
Pajak Penghasilan  Rp. (13.423.619,76) 







Maka penghematan pajak yang akan diperoleh jika tax planning diterapkan 
adalah sebesar Rp. 13.138.875. Laba bersih komersial setelah pajak adalah 
Jumlah yang diperoleh perusahaan setelah dipotong pajak penghasilan yaitu 
sebesar Rp. 190.624.436,24. Penghematan ini dapat terjadi karena penerapan 
tax planning yaitu dengan mengambil kebijakan untuk meniadakan tunjangan 
transportasi yang dimasukkan langsung kedalam gaji karyawan dan 
menggantinya dengan menyediakan mobil transportasi bagi karyawan. 
Penerapan ini dapat menghemat pajak sebesar Rp. 33.550.000. Dan temuan 
lainnya yang digunakan untuk menghemat pajak yaitu biaya sebesar 
Rp.40.461.000 yang berasal dari  tunjangan hari raya karyawan serta beban 
tunjangan jabatan sebesar Rp. 31.100.000. 
         Selama tahun 2013, Koperasi Karyawan Telkom Siporennu memiliki 
kewajiban PPh  pasal 25 yang merupakan angsuran PPh yang dihitung 
berdasarkan perhitungan tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan SPT tahun 




 Tinjauan Pembayaran Utang Pajak 
Koperasi Karyawan Telkom Siporennu 
(Sebelum Tax Planning) 
Keterangan 2013 
Penghasilan Kena Pajak 
PPh Terutang (12,5%) 
Kredit Pajak : 
PPh Pasal 25 
PPh terutang Tahun 2013 
Rp 719.039.267,85 
Rp   89.879.908,48 
 
(Rp  63.992.750,00) 
Rp   25.887.158.48 
 
       Jumlah kewajiban pajak penghasilan badan akan berbeda apabila wajib 






yang berlaku sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak yang bermanfaat 
bagi kepentingan koperasi. 
 
Tabel 4.7 
 Tinjauan Pembayaran Utang Pajak 
Koperasi Karyawan Telkom Siporennu 
(Sesudah Tax Planning) 
Keterangan 2013 
Penghasilan Kena Pajak 
PPh Terutang (12,5%) 
Kredit Pajak : 
PPh Pasal 25 
PPh terutang Tahun 2013 
Rp 613.928.267,85 
Rp   76.741.033,48 
 
(Rp  63.992.750,00) 
Rp   12.748.283,48 
 
 
         Jika koperasi menerapkan tax planning yang menghasilkan  PPh terutang 
untuk tahun 2013 sebesar Rp 12.748.283,48 secara otomatis akan membantu 
menurunkan  PPh terutang koperasi. Yang mana PPh terutang koperasi sebelum 
menerapkan tax planning sebesar Rp 25.887.158,48 akan turun menjadi 
Rp12.748.283,48. Sehingga bisa dilihat dengan jelas adanya efisiensi 


















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Secara formal Koperasi Siporennu belum menerapkan tax planning. 
Sehingga peneliti mencoba untuk melakukan penerapan Tax planning PPh 
Badan. 
1. Koperasi memiliki beberapa kebijakanakuntansi yang dapat dijadikan 
sebagai acuan untuk menerapkan tax planning. Selain itu, koperasi juga 
dapat melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan penghasilan 
yang dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan bunga, 
memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak 
diperkenankan sebagai pengurang, meliputi: 
1) transportasi karyawan, 
2) tunjangan jabatan, 
3) tunjangan asuransi, 
4) tunjangan hari raya. 
Kemudian koperasi juga dapat memilih menggunakan penyusutan 
dengan metode saldo menurun.  
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada koperasi Siporennu, peneliti 
mencoba menerapkan tax planning yang sesuai Undang-Undang 
Perpajakan yang berlaku. Dengan menerapkan tax planningkoperasi 
akandapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 13.138.875 
sehingga laba komersial yang awalnya Rp.177.485.561,24 akan naik 











Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, berdasarkan wawancara pengamatan 
data-data yang diperoleh dari koperasi.Maka diberikan saran sebagai berikut. 
1. Sebaiknya Koperasi Karyawan Telkom Siporennu menerapkan tax 
planning dengan selalu mengikuti perkembangan peraturan undang-
undang perpajakan yang berlaku dan isu-isu terkait dengan perpajakan.  
2. Perlu adanya peningkatan kapasitas terkait perpajakan dan keuangan. 
3. Perlu peningkatan sarana kerja dan sistem pengarsipan yang lebih baik, 
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TAHUN 2013              
(Rp)
TAHUN 2012              
(Rp)
KEWAJIBAN & EKUITAS CATATAN
TAHUN 2013               
(Rp)
TAHUN 2012               
(Rp)
AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN LANCAR
Kas / Bank 3 1,270,940,384.23    1,170,594,846.31    Hutang Usaha 15 5,099,659,500.91    2,484,399,988.11    
Piutang Usaha 4,2.b. Lamp. 1 17,134,502,506.28 18,320,993,457.25 Dana-Dana 16 31,165,284.24          32,492,584.24          
Cadangan Kerugian Piutang 5 (436,580,843.49)      (436,580,843.49)      Simpanan Sukarela 17 394,706,577.07       279,426,520.07       
Piutang Non Usaha 6 768,501,675.00       758,501,675.00       Hutang Pajak 18 369,811,576.55       647,426,519.00       
Persediaan Barang 7,2. c 123,212,000.00       131,530,000.00       Hutang Bank 19 943,344,103.56       24,776,824.00          
BDD Pajak Penghasilan 8 610,774,632.00       419,684,170.00       Jumlah Kewajiban Lancar 6,838,687,042.33    3,468,522,435.42    
Biaya Dibayar Dimuka 9,2.d 793,267,668.00       28,180,443.00          
Panjar Operasi 10 426,332,640.00       314,597,632.00       
Jumlah Aktiva Lancar 20,690,950,662.02 20,707,501,380.07 KWAJIBAN JANGKA PANJANG
Hutang Koptel 20 554,166,665.00       -                               
INVESTASI JANGKA PANJANG Hutang Bank Pinjaman Anggota 21, Lamp. 3 9,114,513,586.60    12,678,618,879.26 
Simpanan 11 41,931,001.00          42,931,001.00          Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 9,668,680,251.60    12,678,618,879.26 
Penyertaan Saham / Modal 12 375,000,000.00       375,000,000.00       
Jumlah Piutang Jangka Panjang 416,931,001.00       417,931,001.00       
AKTIVA TETAP 12,2.3.Lamp. 2 EKUITAS 22
Aktava Tetap 1,675,133,028.00    1,674,586,028.00    Simpanan Pokok 5,938,909.00            3,213,909.00            
Akmulasi Penyusutan (771,265,498.34)      (886,313,363.17)      Simpanan Wajib 2,494,400,197.00    2,386,204,429.00    
Jumlah Aktiva Tetap 903,867,529.66       788,272,664.83       Modal Donasi 837,747,765.00       837,747,765.00       
Cadangan Koperasi 2,746,874,754.08    2,595,563,156.99    
AKTIVA LAIN-LAIN 14.2.f SHU Belum Dibagikan 140,055,306.72       688,596,511.28       
Aktiva Lain-Lain 620,635,033.05       744,762,040.05       Jumlah Ekuitas 6,225,016,931.80    6,511,325,771.27    
JUMLAH AKTIVA 22,632,384,225.73 22,658,467,085.95 JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS 22,632,384,255.73 22,632,384,255.73 
(Dengan Perbandingan Angka-Angka tahun 2012)
Per 31 Desember 2013
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410-001 PENDAPATAN PENGADAAN 4,314,571,973     4,982,730,924     115.5% 5231867470 105.0%
510-001 HPP PENGADAAN - HARGA BARANG 4,030,865,764     4,718,501,700     117.1% 4954426785 105.0%
510-002 HPP PENGADAAN - TRANSPORT (SDM) 90,019,100           89,330,000           99.2% 94920000 106.3%
510-003 HPP PENGADAAN - ASURANSI 1,634,963             28,390,000           1736.4% 29809500 105.0%
510-004 HPP PENGADAAN - PERJALANAN DINAS 2,367,432             -                          0.0% 0 0.0%
510-005 HPP PENGADAAN - LOBBYING -                          -                          0.0% 0 0.0%
Jumlah HPP 4,124,887,259     4,836,221,700     117.2% 5079156285 105.0%
LABA/RUGI 189,684,714         146,509,224         77.2% 152711185 104.2%
410-002 PENDAPATAN TLH 5,499,632,615     4,488,093,577     81.2% 4691498256 105.0%
511-001 HPP TLH - GAJI 2,842,552,498     2,665,690,817     93.8% 2798975358 105.0%
511-003 HPP TLH - JAMSOSTEK 196,984,124         215,368,806         109.3% 226137246 105.0%
511-004 HPP TLH - ADMIN. PENGELOLAAN + SDM 1,103,646,551     348,482,799         31.6% 420146939 105.0%
511-005 HPP TLH - LEMBUR 40,534,177           54,275,451           133.9% 56989224 105.0%
511-006 HPP TLH - PAKSER 85,847,562           18,400,000           21.4% 19320000 105.0%
511-007 HPP TLH - THR 271,008,657         141,531,764         52.2% 148608352 105.0%
511-008 HPP TLH - CUTI 4,280,000             214,048,742         5001.1% 224751179 105.0%
511-009 HPP TLH - INSENTIF 38,089,646           71,932,000           188.8% 75528600 105.0%
511-010 HPP TLH - PESANGON 234,746,998         266,918,855         113.7% 280264798 105.0%
Jumlah HPP 4,817,690,213     3,996,649,234     83.0% 4250721696 106.4%
LABA/RUGI 681,942,401         471,444,343         69.3% 440776560 93.5%
410-005 PENDAPATAN AIR MINERAL 41,530,106           45,980,927           110.7% 48279973 105.0%
514-001 HPP AIR MINERAL - HARGA BARANG 33,422,081           37,546,000           112.3% 39423300 105.0%
Jumlah HPP 33,422,081           37,546,000           112.3% 39423300 105.0%
LABA/RUGI 8,108,025             8,434,927             104.0% 8856673 105.0%
410-006 PENDAPATAN SEWA 565,227,500         203,825,000         36.1% 214016250 105.0%
515-001 HPP SEWA - HARGA BARANG 514,683,875         185,741,006         36.1% 195028056 105.0%
515-002 HPP SEWA - BEBAN PEMELIHARAAN -                          -                          0.0% 0 0.0%
515-003 HPP SEWA - PERJALANAN DINAS -                          -                          0.0% 0 0.0%
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515-004 HPP SEWA - ASURANSI -                          -                          0.0% 0 0.0%
515-005 HPP SEWA - PENYUSUTAN -                          -                          0.0% 0 0.0%
515-006 HPP SEWA - BEBAN ADMINISTRASI 4,269,300             -                          0.0% 0 0.0%
515-007 HPP SEWA - AMORTISASI HAK SEWA -                          -                          0.0% 0 0.0%
Jumlah HPP 518,953,175         185,741,006         35.8% 195028056 105.0%
LABA/RUGI 46,274,325           18,083,994           39.1% 18988194 105.0%
410-007 PENDAPATAN SIMPAN PINJAM 308,389,329         348,139,517         112.9% 339983892 97.7%
516-002 HPP USP PENYUSUTAN -                          -                          0.0% 1 0.0%
516-003 HPP USP BEBAN ADMINISTRASI -                          22,792,644           0.0% 0 0.0%
516-004 HPP USP - BEBAN SDM 57,531,000           61,300,000           106.6% 31320000 51.1%
Jumlah HPP 57,531,000           84,092,644           146.2% 31320000 37.2%
LABA/RUGI 250,858,329         264,046,873         105.3% 308663892 116.9%
410-009 PENDAPATAN ATK 97,352,904           63,718,942           65.5% 66904889 105.0%
518-001 HPP ATK-HARGA BARANG 84,483,267           56,496,684           66.9% 59321518 105.0%
518-002 HPP ATK-BEBAN OPERASIONAL 2,086,500             -                          0.0% 0 0.0%
Jumlah HPP 86,539,787           56,496,684           65.3% 59321518 105.0%
LABA/RUGI 10,783,117           7,222,258             67.0% 7583371 105.0%
410-010 PENDAPATAN FLEXI 98,046,775           413,368,236         421.6% 434,036,648         105.0%
519-001 HPP FLEXI - HARGA BARANG -                          278,458,172         0.0% 292,381,081         105.0%
519-002 HPP FLEXI - PEMASARAN/OPERASIONAL + SDM 53,422,306           5,563,250             10.4% 29,601,413           532.1%
Jumlah HPP 53,422,306           284,021,422         531.7% 321,982,493         113.4%
LABA/RUGI 440,624,469         129,348,814         289.9% 112,054,155         86.6%
420-001 PENDAPATAN JARTEL 958,914,808         331,692,883         34.2% 346,277,527         105.0%
525-001 HPP JARTEL - HARGA BARANG/PROYEK 802,639,114         269,064,460         33.5% 282,517,683         105.0%
525-002 HPP JARTEL-PENYUSUTAN 2,574,996             2,467,708             0.0% 1,850,784             75.0%
525-004 HPP JARTEL - OPERASIONAL 6,814,675             1,882,000             0.0% 1,976,100             105.0%
525-005 HPP JARTEL - PEMELIHARAAN 1,482,600             803,000                 54.2% 843,150                 105.0%
525-005 HPP JARTEL - BEBAN MARKETING 5,664,141             -                          0.0% 0.0%
525-007 HPP JARTEL - BEBAN SDM 34,756,000           29,430,000           84.7% 31,320,000           106.4%
Jumlah HPP 653,931,526         303,647,168         35.6% 318,507,717         104.9%




































420-002 PENDAPATAN KONSTRUKSI 6,700,241,700     -                          0.0% 4,872,632,000     0.0%
527-001 HPP KONSTRUKSI - HARGA BRG/PROYEK 5,176,350,276     -                          0.0% 4,083,038,814     0.0%
527-002 HPP KONSTRUKSI - BEBAN ADMINISTRASI -                          -                          0.0% -                          0.0%
527-003 HPP KONSTRUKSI - BEBAN PENYUSUTAN -                          -                          0.0% -                          0.0%
527-004 HPP KONSTRUKSI - BEBAN SDM 113,195,000         -                          0.0% 109,440,000         0.0%
Jumlah HPP 5,289,545,276     -                          0.0% 4,192,478,814     0.0%
LABA/RUGI 1,410,696,424     -                          0.0% 680,153,186         0.0%
420-007 PENDAPATAN SOPP 224,802,991         110,523,194         49.2% 116,049,354         105.0%
526-001 HPP SOPP - BEBAN PENGELOLAAN 28,865,843           48,866,658           169.3% 51,309,991           105.0%
526-002 HPP SOPP - BEBAN PENYUSUTAN 2,474,371             1,830,532             74.0% 1,449,828             79.2%
526-003 HPP SOPP - SEWA GEDUNG 6,420,000             6,000,000             93.5% 6,300,000             105.0%
526-004 HPP SOPP - OPERASIONAL 17,710,023           4,923,192             27.8% 5,169,352             105.0%
526-005 HPP SOPP - PEMELIHARAAN -                          0.0% 0.0%
526-006 HPP SOPP - MARKETING -                          0.0% 0.0%
526-007 HPP SOPP - SDM 120,589,000         60,300,000           50.0% 45,840,000           76.0%
Jumlah HPP 178,059,236         121,920,382         69.2% 110,069,171         90.3%
LABA/RUGI 43,743,754           (11,297,188)         23.4% 5,280,183             52.5%
420-008 PENDAPATAN TICKETING 107,956,814         56,687,707           52.5% 68,025,248           120.0%
528-001 HPP TICKETING OPERASIONAL 24,365,151           16,385,696           67.3% 19,662,835           120.0%
528-002 HPP TICKETING - SDM 17,655,000           18,820,000           106.6% 45,840,000           243.6%
Jumlah HPP 42,920,151           35,205,696           83.8% 65,532,435           186.1%
LABA/RUGI 65,936,664           21,482,011           32.6% 2,522,413             11.7%
420-009 PENDAPATAN SPEEDY 40,778,556           -                          0.0% -                          0.0%
529-001 HPP SPEEDY - HARGA BARNG 32,233,536           -                          0.0% -                          0.0%
529-002 HPP SPEEDY - OPERASIONAL 6,826,600             -                          0.0% -                          0.0%
Jumlah HPP 39,060,136           -                          0.0% -                          0.0%
LABA/RUGI 1,716,420             -                          0.0% -                          0.0%
420-010 PENDAPATAN EVENT ORGANIZATION (EO) 183,044,258         -                          0.0% -                          0.0%
530-001 HPP EVENT ORGANIZATION (EO) - HARGA BARANG 158,039,000         -                          0.0% -                          0.0%
530-002 HPP EVENT ORGANIZATION (EO) - OPERASIONAL -                          -                          0.0% -                          0.0%
Jumlah HPP 158,039,000         -                          0.0% -                          0.0%




































420-012 PENDAPATAN DEBT COLLECTOR (Piutanq Macet) 790,738,090         651,485,530         8240.0% -                          0.0%
531-001 HPP DEBT COLLECTOR - BEBAN HARGA BARANG 712,995,724         578,760,202         8120.0% -                          0.0%
531-002 HPP DEBT COLLECTOR - BEBAN SDM -                          23,900,000           0.0% -                          0.0%
Jumlah HPP 712,995,724         602,660,202         8450.0% -                          0.0%
LABA/RUGI 77,742,368           48,825,328           0.0% -                          0.0%
420-011 PENDAPATAN WIFI -                          209,810,000         0.0% 220,300,500         105.0%
533-001 HPP WIFI - HARGA BARANG -                          167,616,024         0.0% 175,996,825         105.0%
533-002 HPP WIFI - OPERASIONAL -                          80,000                   0.0% 84,000                   105.0%
533-003 HPP WIFI- BEBAN SDM -                          1,580,000             0.0% 1,659,000             105.0%
Jumlah HPP -                          169,276,024         0.0% 177,739,825         105.0%
LABA/RUGI -                          40,533,976           0.0% 42,560,675           105.0%
420-012 PENDAPATAN PAKET HAJI & UMRAH -                          17,388,912           0.0% -                          0.0%
534-001 HPP PAKET HAJI & UMRAH - HARGA BARANG -                          -                          0.0% -                          0.0%
534-002 HPP PAKET HAJI & UMRAH - OPERASIONAL -                          -                          0.0% -                          0.0%
534-003 HPP PAKET HAJI & UMRAH - SDM -                          -                          0.0% -                          0.0%
Jumlah HPP -                          -                          0.0% -                          0.0%
LABA/RUGI -                          17,388,912           0.0% -                          0.0%
532-001 HPP PENGHAPUSAN PIUTANG 972,000                 -                          0.0% -                          0.0%
LABA/RUGI USAHA 2,977,131,543     1,189,957,187     4000.0% 1,949,121,480     16380.0%
610-001 BEBAN PEMELIHARAAN GEDUNG 31,000,000           20,222,156           65.2% 25,400,000           125.6%
610-002 BEBAN PEMELIHARAAN MESIN-MESIN -                          -                          0.0% -                          0.0%
610-003 BEBAN PEMELIHARAAN KENDARAAN 14,320,000           16,329,576           114.0% 21,410,000           131.1%
610-004 BEBAN PEMELIHARAAN CLAHTA 15,000,000           8,933,800             59.6% 13,200,000           147.8%
610:005 BEBAN PEMELIHARAAN INV KANTOR 8,178,870             3,028,000             37.0% 3,500,000             115.6%
JUMLAH 68,498,870           48,513,532           70.8% 63,510,000           130.9%
631-101 BEBAN GAJI DASAR 137,320,000         201,290,000         107.5% 207,600,000         103.1%
631-102 BEBAN TUNJANGAN PRESTAS! -                          -                          0.0% -                          0.0%
631-103 BEBAN TUNJANGAN JABATAN 40,000,000           62,200,000           155.5% 90,000,000           144.7%
631-105 BEBAN PAJAK PPh 21 7,827,021             3,303,814             42.2% 4,800,000             145.3%
631-106 BEBAN BONUS 15,610,000           0.0% 53,830,000           0.0%




































631-108 BEBAN THR 47,831,950           80,922,000           169.2% 53,830,000           66.5%
631-109 BEBAN LEMBUR 2,400,000             0.0% 2,400,000             0.0%
631-202 BEBAN JAMSOSTEK 57,600,000           53,409,036           92.7% 84,000,000           157.3%
631-203 BEBAN PIAGAM MASA KERJA/PESANGON 86,748,000           79,415,000           91.5% 0.0%
631-204 BEBAN PAKSER 8,400,000             6,650,000             79.2% 18,900,000           284.2%
631-206 BEBANIBO 14,960,963           12,950,000           86.6% 37,500,000           289.6%
631-207 BEBAN BINPEG 4,500,000             -                          0.0% 4,500,000             0.0%
631-209 BEBAN PENGADAAN PEGAWAI -                          -                          0.0% -                          0.0%
831-210 BEBAN RAT & PRA RAT 230,700,000         200,000,000         76.7% 210,000,000         105.0%
632-001 BEBAN LISTRIK 45,000,000           32,618,679           72.5% 36,800,000           112.2%
632-002 BEBAN TELEPON 21,000,000           19,368,625           92.2% 28,200,000           145.6%
632-003 BEBAN B3M KBM DINAS 16,000,000           17,152,500           107.2% 18,000,000           104.9%
632-004 BEBAN ATM 5,000,000             3,046,951             60.9% 5,000,000             196.9%
632-005 BEBAN CETAK DOKUMEN 10,000,000           3,340,200             83.4% 12,000,000           143.9%
632-006 BEBAN KERTAS PRINTcPJFAX 4,800,000             3,787,300             78.9% 4,800,000             126.7%
632-007 BEBAN TINT A PRINTER 7,200,000             4,900,300             68.1% 6,000,000             122.4%
632-008 BEBAN PENGIR1MAN DOKUMEN/BRG 1,200,000             697,540                 58.1% 1,200,000             172.0%
632-009 BEBAN PERIZINAN 28,700,000           26,900,000           93.7% 1,000,000             3.7%
632-010 BEBAN PAJAK BUMI & BANGUNAN 4,000,000             493,232                 12.3% 13,250,000           0.0%
632-011 BEBAN MATERAI 10,800,000           4,380,000             40.6% 10,800,000           246.6%
632-012 BEBAN MINUM PEGAWAI 7,300,000             7,107,075             97.4% 7,300,000             102.7%
632-013 BEBAN PAPAT INTERN 12,000,000           10,528,443           87.7% 18,000,000           171.0%
632-014 BEBAN PERJALANAN DINAS 22,000,000           4,596,800             20.9% 22,000,000           0.0%
633-002 BEBAN LOBBYING 7,000,000             165,000                 2.4% 11,000,000           6666.7%
633-003 BEBAN ADMINISTRASI BANK 18,000,000           0.0% 12,000,000           0.0%
633-004 BEBAN BUNGA 208,400,000         0.0% 84,000,000           0.0%
634-001 BEBAN DEKLARASi AKUNTAN 18,000,000           16,500,000           91.7% 36,000,000           218.2%
634-002 BEBAN TRANSPORT PENGURUS/PEMBINA 108,000,000         67,100,000           62.1% 108,000,000         161.0%
634-003 BEBAN TRANSPORT KOMISARIS 0.0% 0.0%
JUMLAH 1,303,431,934     927,822,495         71.2% 1,257,340,000     135.5%
690-001 BEBAN PENYiSIHAN PIUTANG -                          -                          0% 72,000,000           0%
690-003 BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG 9,681,160             9,681,160             100% 9,197,100             95%
690-004 BEBAN PENYUSUTAN MESIN-MESIN 0% -                          0%
































690-006 BEBAN PENYUSUTAN OLAHTA 5,267,190             4,984,390             95% 3,991,116             80%
690-007 BEBAN PENYUSUTAN INV KANTOR 2,592,618             3,155,118             122% 2,366,340             75%
JUMLAH 48,813,862           88,045,074           139% 152,614,838         224%
JUMLAH BEBAN UKUM & ADMINiSTRASI 1,420,744,663     1,044,382,001     74% 1,473,464,836     141%
LABA/RUGI KOTOR 1,556,386,882     145,585,185         9% 337,155,461         232%
610-100 PENDAPATAN NON OP 55,200,000           122,127,936         221% -                          0%
810-200 PENDAPATAN JASA GIRO 15,000,000           12,491,183           83% 15,000,000           120%
810-300 PENDAPATAN SHU DAR! KOPTEL 57,400,700           0% 40,000,000           70%
JUMLAH PENDAPATAN & NON OPERASIONAL 70,200,000           192,019,819         274% 55,000,000           29%
6204X10 BEBAN NON OP 6,500,000             (133,556,943)       0% (6,500,000)            5%
JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN NON OPERASIONAL 6,500,009             (133,556,948)       0% (6,500,000)            5%
LABA/RUGI Sebelum pajak 1,633,086,882     204,048,056         13% 385,655,481         189%
910-000 BEBAN PPH PS-25 200,000,000         63,992,750           32% 145,000,000         227%
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